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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

USAHA PENGOLAHAN IKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan kemudahan 

berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan usaha pengolahan ikan, perlu mengganti 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha 

Pengolahan Ikan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215);  

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau 

sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam 

lingkungan perairan. 

2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, 

dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, 

Ikan beku, dan olahan lainnya. 

3. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau 

perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk 

akhir untuk konsumsi manusia. 

4. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang 

berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.  

5. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI 

adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas 

penanganan dan/atau Pengolahan Ikan. 

6. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan yang 

selanjutnya disebut SIUP Bidang Pengolahan Ikan adalah 

izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk 

melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam 

izin tersebut. 

7. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang 

selanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda daftar 

tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk 

melakukan Usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro 

dan kecil. 

8. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya 

yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya 

yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam 

pengolahan Hasil Perikanan. 

9. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya 

disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada 

pelaku usaha terhadap setiap UPI yang telah menerapkan 
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cara Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi 

persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. 

10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku 

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau 

nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan pada bidang tertentu.  

12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 

memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin 

komersial atau operasional. 

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal.  

14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

pendaftaran. 

15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam 

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal 

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 

maupun yang berpatungan dengan penanam modal 

dalam negeri. 

16. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah 

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 

modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam 

negeri. 

17. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang 

selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas 

tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan. 

www.peraturan.go.id



2021, No. 59 
-5- 

18. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. 

19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.  

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.  

21. Hari adalah adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. 

 

BAB II 

JENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN 

 

Pasal 2 

(1) Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi: 

a. penggaraman/pengeringan Ikan; 

b. pengasapan/pemanggangan Ikan; 

c. pembekuan Ikan; 

d. pemindangan Ikan; 

e. peragian/fermentasi Ikan; 

f. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi; 

g. pendinginan/pengesan Ikan; 

h. pengalengan Ikan; 

i. pengolahan rumput laut; 

j. pembuatan minyak Ikan; 

k. kecap Ikan;  

l. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; 

dan/atau 

m. pengolahan dan pengawetan lainnya. 

(2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan 

usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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